
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI BONDOWOSO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 

NOMOR 16 TAHUN 2018 

TENTANG 

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATJ BONDOWOSO, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan PasaJ 160 ayat (7) 
Peraturan Menteri DalaITJ Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan I edua atas Peraturan Menteri Dalam 
NegeTi Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan 
Peraturan Bupati t ntang Tata Cara Pergeseran Anggaran 
Belanja; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupat n DaJam 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 
1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Norn or 2730) · 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran N gara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-U ndang ... 

Ke 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Norn or 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861)· 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 t ntan.g 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
lndon sia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran 
Negara RepubW< Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan P ngelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lernbara Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan 
(Lembaran Negara R publik Indon sia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
[ndonesia Nomor 5234)· 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t ntang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679) · 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administra i Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik [ndonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Norn or 5601) · 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Norn or 4578); 

10.Peraturan ... 

LP 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan l euangan dan l in rja In tansi Pem rintah· 
(Lembaran Negara Republik [ndon ia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 4); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
P merintahan D rah ( mbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan 
Lembaran Negara Republik l.ndonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Ment ri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan l euangan Daerah 
sebagaimana lah diu bah b rapa kali terakhir 
dengan Peraturan Men ri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang P ngelolaan K uangan Daerah (Serita 
Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

13. Peraturan M n eri Dalam N g ri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036); 

14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan I euangan Daerah 
(Lembaran Da r h Kabup ten ondowo o Tahun 
2007 Nomor 3 S ri A)· 

15. Peraturan Daerah I abupaten Bondo oso Nomor 7 
Tahun 2016 t ntang P mb ntukan dan usunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Bondm oso (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bonda, oso Tahun 2016 Nomor 7 
Tambahan Lemb ran Da rah Kabupaten Bondowoso 
Nomor 4)· 

16. Peraturan Bupati Bondo oso Nomor 79 Tahun 2016 
tentang Keduduk n, Susunan Org nisasi Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Badan P ngelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita 
Daerah Kabupat n Bondowoso T hun 2016 Nomor 
79)· 

M MUTUSKAN: ... 

KA D & LP 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANO 
PERGESERAN ANGGARAN BELANJA. 

BAB l 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

TATA CARA 

Dalam Peraturan Bupati ini ang dimaksud dengan: 
Daerah ada1ah l abupaten Bondowoso. 

2. Bupati adalah Bupati Bondowoso. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bondowoso sebagai 

unsur penyel nggara P merintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah otonom. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Da rah 
Kabupaten Bondowoso. 

5. Dewan Perwal<ilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Bondowoso yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
DPRD Kabupat n Bondowoso. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintahan daerah yang d"bahas dan 
disetujui bersama ol h pemerintah daerah dan DPRD 
serta ditetapkan dengan peraturan daerah. 

7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk d ngan 
Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris 
Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta 
melaksanakan kebijal<an Bupati dalam rangka 
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari 
pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainn a 
sesuai kebutuhan. 

8. Tim Asistensi P merintah Kabupaten Bondo oso ang 
selanjutnya disebut Tim Asistensi adalah Tim ang 
djbentuk dengan Keputusan Bupati yang bertugas 
melakukan asis en i R ncana Kerja Anggaran (RKA) 
Perangkat Daerah saat proses penyusunan Rancangan 
APBD dan Rancangan P-APBD. 

9. Tim Review adalah Tim Review pada Jnspektorat 
Kabupaten Bondowoso yang bertugas melalcul an 
review saat proses penyusunan APBD/P-APBD. 

10.Perangka ... 
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10. Perangkat Daerah adalah perangkat kerja pada 
P merintah l abupaten Bondowoso selaku Pengguna 
Angga:ran. 

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 
sebagai Bendahara Umurn Daerah. 

12. Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang 
selanjutn a disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso . 

13. Bagian Hukum adalah Bagi_an Hukum pada 
Sekretariat Da rah I abupaten Bondowoso . 

14. Bagi an Administrasi Pem bangunan dan La anan 
Pengadaan adalah Bagi_an Administrasi Pembangunan 
dan Layanan Pengadaan Kabupaten Bondowoso. 

15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang 
kekuasaaan penggunaan anggaran untuk 
melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah 
ang dipimpinnya. 

16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA­
SKPD adalah dokumen yang memua pendapatan dan 
belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
anggaran oleh Pengguna Anggaran. 

17. Dokumen Pelak anaan Perubahan Anggaran Satuan 
Kerja Perangka Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat 
perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh 
Pengguna Anggaran. 

18. Pergeseran Anggaran adalah Pergeseran Anggaran 
antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan, 
Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja 
dalam Obyek Belanja berkenaan dan 
pergeseran/perubahan uraian dalam Rincian Obyek 
Belanja berkenaan. 

19. Jenis Belanja adalah digit ketiga pada kode rekening 
belanja. 

20. Obyek Belanja adalah digit keempat pada kode 
rekening belanja. 

21. Rincian Obyek Belanja adalah digit kelima pa da kode 
rekening belanja. 

22. Uraian adalah isian di daJam Rincian Obyek Belanja 
yang terdiri dari keterangan uraian, volume, satuan, 
dan jumlah anggaran. 

BABII... 

Knb 
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BAB II 
RUANO LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup P rg s ran Anggaran belanja m liput:i: 
p rgeseran anggaran antar ob ek belanj dalam jeni 
b lanja berk naan; 

b. pergeseran anggaran antar rincian ob ek belanja 
dalam obyek b lanja berk naan; dan 
p rgeseran/p rub han uraian dalam rin ian oby k 
belanja berkenaan. 

BAB III 
KETENTUAN DAN KEWENANGAN PER ETUJUAN 

PERGESERAN ANGGARAN BELANJA 

Bagian Kesatu 
P rgeseran Anggaran Antar Obyek Belanja dalam Jenis 

Belanja Berkenaan 

Pasal 3 

( l) P rg seran angg ran an tar ob ek b lanja dalam jeni 
b lanja berkenaan sebagaimana dimal sud dalam Pasal 
2 huruf a dilakukan dengan keten uan sebagai 
beril ut: 

masih dalam jen1s belanja b rl n an pada 

kelompok belanja dan kegiatan yang sama· dan 
"dak mengubah nilai pagu jenis belanja berkenaan 
ebagaimana ng telah tertuang dalam DPA/DPP -

SKPD. 
(2) Pergeseran anggaran antar obyel belanja dalam jenis 

b lanja berk n an s bag imana dimak ud pada a a 
(1) dilakukan atas perse ujuan Sekr taris Daerah 
elaku ketua T APO. 

Bagi an Ked ua 
P rgeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja dalam 

Ob k B lanj B rkenaan 

Pasal 4 

( 1) P rgeseran Anggaran an tar Rincian Ob ek Belanja 
dalam Jenis Belanja berkenaan s bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan 
l ntuan bag · beriku : 

a.masih ... 

um 



DA 

-7-

a . masih dalam Obyek Belanja berkenaan pada Jenis 

Belanja dan kelompok belanja serta kegiatan yang 

sama; dan 

b. tidak mengubah nilai pagu Obyek Belanja 

berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam 

DPA/DPPA-SKPD. 

(2) Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja 

dalam Obyek Belanja berkenaan sebagaimana 

dimaksud pad a ayat ( 1) dilakukan atas persetujuan 

PPKD. 

Bagian Ketiga 
Pergeseran/Perubahan Uraian dalam 

Rincian Obyek Belanja Berkenaan 

Pasal 5 

(1 ) Pergeseran/perubahan uraian dalam Rincian Obyek 

Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. masih dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan 

pada Obyek Belanja, Jenis Belanja dan kelompok 

bela nja serta kegiatan yang sama; dan 

b . tidak mengubah nilai pagu Rincian Obyek Belanja 

berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam 

DPA/DPPA-SKPD. 

(2) Pergeseran/perubahan uraian dalam Rincian Obyek 

Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan atas persetujuan PPKD. 

Pasal 6 

( 1) Pergeseran Anggaran belanja sebagaimana dimal<sud 

dalam Pasal 3 dan Pasal 4 d ilakukan dengan 

mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar 
pelaksanaan yang selanjutnya dianggarkan dalam 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

APBD tahun anggaran berkenaan. 

(2)Anggaran ... 

LP 
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(2) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa 
penambahan dan/atau pengurangan akibat 
pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan 
Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBO. 

BAB IV 

W AKTU DAN TEKNIS PELAKSANAAN 
PERGESERAN ANGGARAN BELANJA 

Pasal 7 

(1) Pergeseran Anggaran Belanja yang dilakukan karena 

perubahan kebijakan pemerintah pusat/provinsi 

dilakukan dalam waktu sebagaimana ketentuan 
perundangan yang mengatur kebijakan pemerintah 
pusat/ provinsi tersebut. 

(2) Pergeseran Anggaran Belanja yang dilakukan karena 

perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dilakukan 

dengan diawali penerbitan Surat Edaran Sekretaris 
Daerah yang berisi tentang Rencana pergeseran dan. 
jadwal pelaksanaan pergeseran an.ggaran yang telah 
ditentukan. 

(3) Pergeseran Anggaran Belanja yang dilakukan karena 
usulan/permohonan Perangkat Daeral1 dilakukan 
berdasarkan jadwal yang ditentukan oleh PPKD. 

(4) Perubahan kebijakan pemerintah provinsi 
sebagaimana ayat ( 1) adalah termasuk adanya 

Bantuan Keuangan (BK) Provinsi, yang 
mengharuskan adanya pergeseran anggaran. 

(5) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 
jadwal yang dapat dilaksanakan secara periodik 

dengan terlebih dahulu menampung semua usulan/ 
permohonan pergeseran anggaran. 

Pasal 8 

Tata cara Pergeseran Anggaran Belanja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dalam sistem 

dan prosedur Pergeseran Anggaran Belanja sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB V ... 
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BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Peraturan Bupati 
diundangkan. 

Pasal 9 

ini mulai berlaku pada tanggal 

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan 
pengundangan Pera tu ran Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Bondowoso. 

Diundangkan di Bondowoso 
pada tanggal ,;2 ~ p~bruon ..201& 

Ditetapkan di Bond oso 
pada tanggal ..2 :3 

BUPATIBOND 

AMIN SAID HUSNI 

KABUPATEN BONDOWOSO, 

SERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR l b 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 16 TAHUN 2018 
TENTANG 
TATA CARA PERGESERAN 
ANGGARAN BELANJA 

SISTEM DAN PROSEDUR PERGESERAN ANGGARAN 

I. KERANGKA HUKUM 

a. Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berbunyi sebagai berikut: 
1. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: 

a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan 
Umum Anggaran (KUA); 

b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan Pergeseran 
Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar 
Jenis Belanja; 

c) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun 
sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; 

d) keadaan darurat; dan 
e) keadaan luar biasa. 

2. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa 

b. Selanjutnya dalam Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berbunyi sebagai 
berikut: 
1. Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan 

antar Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat 
(1) huruf b serta pergeseran antar Obyek Belanja dalam Jenis 
Belanja dan antar Rincian Obyek Belanja diformulasikan dalam 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (DPA-SKPD); 

2. Pergeseran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja 
berkenaan dapat dilakukan atas persetuj uan Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah (PPKD}; 

3. Pergeseran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan 
dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah; 

4 . Pergeseran ... 
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4. Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan 
angka 3 dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
{APBD) sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya 
dianggarkan dalam rancangan peraturan Daerah tentang 
perubahan APBD; 

5. Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan 
antar Jenis Belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah 
Peraturan Daerah tentang APBD; 

6. Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan 
dan/ a tau pengurangan akibat Pergeseran Anggaran sebagaimana 
dimaksud pada angka 1, harus dijelaskan dalam kolom 
keterangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD; 
dan 

7. Tata cara Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2), 
dan angka 3 diatas diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. 

II. DESKRIPSJ 

a. Seiring perjalanan pelaksanaan anggaran tahun berjalan, tidak 
menutup kemungkinan adanya perubahan dan dinamika yan g 
berkembang sesuai dengan keadaan dan kondisi terk:ini yang 
menyebabkan suatu perubahan pada jumlah anggaran belanja yang 
tercantum dalam APBD atau adanya ketentuan peraturan perundang­
undangan atau adanya kebijal<an pemerintah yang bersifat strategis 
yang menyebabkan harus dilakukan Pergeseran Anggaran antar unit 
organisasi, antar kegiatan, antar Jenis Belanja, antar Obyek Belanja, 
antar Rincian Obyek Belanja maupun uraian dalam Rincian Obyek 
Belanja berkenaan. Dalam rangka tertib administrasi anggaran, maka 
apabila dalam tahun anggaran berjalan terdapat perubahan jumlah 
anggaran belanja yang tercantum dalam APBD, untuk pelaksanaan 
anggaran belanja dimaksud dapat dilakukan Pergeseran Anggaran, 
mekanisme demikian perlu dilakukan pengaturan, karena selama ini, 
setelah APBD ditetapkan, seringkali Perangkat Daerah mengajukan 
perubahan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah 
disusun dan ditetapkan. Apabila menunggu perubahan APBD akan 
menjadi sangat lama karena ada mekanisme penganggaran yang harus 
dilalui sedangkan pada saat itu juga anggaran harus segera 
dilaksanakan. Agar pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah dapat 
berjalan secara tertib dan akuntabel dalam arti tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan, maka peraturan tentang tata 
cara Pergeseran Anggaran belanja yang bersifat operasional ataupun 
teknis sangat diperlukan sehingga tidak menghambat pelal<sanaan 
anggaran tahun berjalan. 

b. Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja 
berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah; 

c. Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek 
Belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKD; 

d. Pergeseran/perubahan uraian dalam Rincian Obyek Belanja 
berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKD; 

Para f Koordinasi 
KAD Ina 

e . Pergeseran ... 
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e. Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada Angka Romawi I 
point b, angka (2), dan angka (3) dilakukan dengan mengubah 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar 
pelaksanaan dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk 
selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan APBD untuk pergeseran anggaran pada DPA-OPD; dan 

f. Pergeseran Anggaran sebagairnana dimaksud pada Angka Romawi I 
point b, angka (2), dan angka (3) setelah penetapan P-APBD dilakukan 
dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran P-APBD 
sebagai dasar pelal<sanaan dan diberitahukan kepada Pimpinan 
DPRD, untuk selanjutnya tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran. 

III. PIHAK-PIHAK YANG TERLlBAT DALAM PERGESERAN ANGGARAN 

a . Perangkat Daerah: 
1. m engeval uasi pelal<sanaan anggaran tah un berj alan dalam rangka 

mengajukan usulan Pergeseran Anggaran; 
2. mengajukan usulan Pergeseran Anggaran belanja yang disertai 

dengan rancangan perubahan DPA/DPPA-SKPD kepada Sekretaris 
Daerah selaku ketua Tim Anggaran Pernerintah Daerah (TAPD) 
melalui PPKD; 

3. berdasarkan undangan TAPD mengiku ti pernbahasan terhadap 
usulan Pergeseran Anggaran belanja. 

4 . Setelah perm oho nan pergeseran anggaran mendapatkan 
persetujuan, Perangkat Daerah rnenyampaikan rincian pergeseran 
tersebut untuk dilalrukan verifikasi oleh Tim Asistensi dan Tim 
Review Inspektorat (sebagaimana format dalam angka V). 

5. Setelah rnendapatkan paraf da1i Tim Asistensi dan Tim Review 
lnspektorat, Perangkat Daerah dapat melakukan ekspor data 
aplikasi keuangan daerah ke BPKAD (Bidang Anggaran) untuk 
selanjutnya dapat mencetak DPA/DPPA-SKPD. 

b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau 
perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah 
selaku PPKD: 
1. menyiapkan S urat Edaran Sekretaris Daerah tentang Teknis dan 

J adwal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja Tahun Anggaran 
berkenaan; 

2. menampung permohonan Pergeseran Anggaran Belanja dari 
Perangkat Daerah yang disertai rancangan perubahan DPA/DPPA­
SKPD; 

3. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan Pergeseran Anggaran 
belanja, termasuk memverifikasi permohonan pergeseran yang 
cukup dengan persetujuan PPKD, persetujuan Sekretaris Daerah , 
atau yang mem erlukan pembah asan oleh Tim Anggaran. 

4 . mengikuti pembahasan usulan Pergeseran Anggaran belanja 
bersama dengan TAPD; 

5. menerbitkan surat persetujuan/penolakan terhadap Pergeseran 
Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja 
berkenaan; 

6 .menerbitkan ... 
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6 . menerbitkan surat persetujuan/penolakan terhadap pergeseran/ 
perubahan uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan; 

7. menyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang perubahan 
penjabaran APBD; 

8. memfasilitasi Perangkat Daerah terkait penerbitan/cetak dokumen 
DPA/DPPA-SKPD. 

c. Tim Asistensi Pemerintah Kabupaten Bondowoso 
1. Melakukan verifikasi dan paraf pada lembar pergeseran anggaran 

(sebagaimana format yang tercantum dalam angka V), setelah 
permohonan pergeseran oleh Perangkat Daerah mendapat 
persetujuan; 

2. Dapat memberikan catatan/masukan kepada Sekretaris 
Daerah/PPKD/TAPD apabila pergeseran tersebut dinilai 
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan. 

d. Tim Review Inspektorat 
1. Melakukan verifikasi dan paraf pada lem bar pergeseran anggaran 

(sebagaimana format yang tercantum dalam angka V), setelah 
permohonan pergeseran oleh Perangkat Daerah mendapat 
persetujuan; 

2. Dapat memberikan catatan/masukan kepada Sekretaris 
Daerah/PPKD/TAPD apabila pergeseran tersebut dinilai 
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan. 

e. Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan pada 
Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso bertugas menyiapkan surat 
pemberitahuan Bupati tentang Pergeseran Anggaran belanja untuk 
disampaikan kepada Pimpinan DPRD, terkait pergeseran yang 
mengharuskan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
APBD. 

f. Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso 
1. memverifikasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Penjabaran APBD; 
2. menyampaikan draft final Rancangan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Penjabaran APBD. 

g. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD): 
1. Berdasarkan masukan dari BPKAD, dapat melakukan rapat 

pembahasan usulan Pergeseran Anggaran belanja yang diajukan 
oleh Perangkat Daerah; 

2. meneliti, mengkaji dan memverifikasi rancangan pergeseran 
anggaran DPA/DPPA-SKPD yang diajukan oleh Perangkat Daerah; 
dan 

3. dapat mengundang Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam 
rangka pembahasan usulan Pergeseran Anggaran belanja. 

h. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD: 
1. Memberikan persetujuan/penolakan terhadap Pergeseran 

Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan, 
yang secara teknis dapat berupa penerbitan surat persetujuan 
atau dengan tanda tangan/paraf persetujuan pada lembar 
disposisi/ surat permohonan pergeseran anggaran dari Perangkat 
Daerah. 

2. menyetujui... 
Paraf Koordinasi 

rat kum 
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2. menyetujui rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditetapkan oleh Bupati. 

3. memimpin dan mengkoordinasikan TAPD dalam pembahasan 
Pergeseran Anggaran belanja; 

i.Bupati: 
1. menetapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Penjabaran APBD; dan 

2 . menandatangani surat pemberitahuan Pergeseran Anggaran 
belanja kepada Pimpinan DPRD. 

IV. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 

a. Menyiapkan Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Teknis dan 
Jadwal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja Tahun Anggaran 
berkenaan Sebagai langkah awal Pergeseran Anggaran: 
1. sebagai langkah awal pergeseran, PPKD menyiapkan Rancangan 

awal Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Teknis dan Jadwal 
Usulan Pergeseran Anggaran Belanja Tahun Anggaran berkenaan; 

2. PPKD menyerahkan rancangan awal surat edaran tersebut kepada 
Sekretaris Daerah; 

3 . Sekretaris Daerah mengotorisasi rancangan awal surat edaran 
tersebut menjadi Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Teknis 
dan Jadwal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja Tahun Anggaran 
berkenaan; dan 

4 . PPKD mengoordinasikan penyebaran surat edaran tersebut kepada 
Perangkat Daerah. 

b. Penyusunan Usulan Pergeseran Anggaran dan Rancangan DPPA­
SKPD: 
1. Kepala Perangkat Daerah menerima Surat Edaran Sekretaris 

Daerah tentang Teknis dan Jadwal Usulan Pergeseran Anggaran 
Belanja Tahun Anggaran berkenaan. Berdasarkan surat edaran 
tersebut, Perangkat Daerah mengevaluasi pelaksanaan anggaran 
tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan 
kebijakan pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap 
prograrn/kegiatan yang menjadi bidang tugasnya dan mulai 
menyusun rancangan pergeseran anggaran disertai 
alasan/pertimbangan dilakukannya Pergeseran Anggaran; 

2 . Perangkat Daerah mengajukan usulan Pergeseran Anggaran yang 
disertai dengan rancangan DPA/DPPA-SKPD kepada Sekretaris 
Daerah melalui PPKD; 

3. PPKD menghimpun dan memverifikasi usulan Pergeseran Anggaran 
dari Perangkat Daerah. Apabila terdapat ketidaksesuaian, OPD 
harus melakukan penyempumaan; dan 

4. PPKD menyerahkan rancangan perubahan DPA/DPPA-SKPD 
kepada TAPD untuk perubahan yang memerlukan pembahasan 
TAPD. 

c. Pembahasan Usulan Pergeseran Anggaran: 
1. Dalam proses pergeseran anggaran dapat dilakukan pembahasan 

oleh Tim Anggaran. 

2. Sekretaris ... 
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2. Sekretaris Daerah mengkoordinasikan TAPD untuk membahas 
usulan Pergeseran Anggaran belanja; dan 

3. TAPD melakukan pembahasan dan dapat mengundang Perangkat 
Daerah terkait untuk melakukan pembahasan bersama-sama. 

d. Persetujuan Pergeseran Anggaran: 
1. Sekretaris Daerah memberikan persetujuan/penolakan terhadap 

Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja 
berkenaan, yang dalam prosesnya dapat melalui rapat 
pembahasan dengan TAPD. 

2. PPKD memberikan persetujuan/penolakan terhadap terhadap 
Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek 
Belanja berkenaan, yang dalam prosesnya dapat melalui rapat 
pembahasan dengan TAPD. 

3. PPKD memberikan Persetujuan/Penolakan terhadap pergeseran/ 
perubahan Uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan. 

4. Bentuk persetujuan pergeseran anggaran dapat berupa penerbitan 
surat persetujuan pergeseran anggaran atau dengan paraf 
persetujuan pada lembar disposisi/surat permohonan pergeseran 
dari Perangkat Daerah. 

e. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Penjabaran APBD: 
1. PPKD berdasarkan persetujuan terhadap Pergeseran Anggaran dan 

DPA/DPPA-SKPD menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Penjabaran APBD dan menyampaikannya kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah c .q. Kepala Bagian Hukum pada 
Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso; 

2. Kepala Bagian Hukum memverifikasi dan meminta paraf 
koordinasi dari Asisten I, Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah, Bad an Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 
lnspektorat, Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan 
Pengadaan dan Bagian Hukum terhadap draft final Rancangan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD untuk 
selanjutnya disampaikan kepada Sek.retaris Daerah; 

3. Sekretaris Daerah menyetujui dan menyampaikan Rancangan 
Peraturan Bupati tersebut kepada Bupati; 

4. Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Penjabaran APBD; 

5. Sekretaris Daerah melaksanakan pengundangan terhadap 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dimaksud. 

f. Menyiapkan surat bupati tentang pemberitahuan Pergeseran Anggaran 
kepada pimpinan DPRD: 
1. Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan 

menyiapkan surat Bupati tentang pemberitahuan Pergeseran 
Anggaran yang menyebabkan perubahan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran APBD; 

2. Sekretaris Daerah menyetujui surat tersebut dan 
menyampaikannya kepada Bupati; dan 

3. surat tersebut kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD. 
g. Pengesahan DPA/DPPA-SKPD setelah pergeseran. 

Pengesahan DPA/DPPA-SKPD dilakukan sebagaimana proses 
pengesahan DPA/DPPA-SKPD pada saat penetapan. APBD/P-APBD. 

V.BENTUK ... 

EDA 
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V. BfNTUK FORMAT LEMl3AR PERGESERI\N I\NGGARI\N 

PERI\NGKAT DAERI\H 

KODE NAMA PROGRAM 

KODC.NAMA KEGII\TAN 

Sebelum Perubahan/ Pergeseran 

No. Jenis Belanja 

Setelah Perubahan/ Pergeseran 

No. Jenis Belanja 

Mengetahui Tim Asistensi 

1. BAPPEDA 

2. BPKAD 

3. BAG. AP & LP 

4 . BAG. PERLENGKAPAN & KEUANGAN 

5 Dina~ PU & PR 

" . . 

PERMOHONAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA/ PERUBAHAN DPA/ DPPA 

TAHUN ANGGARAN ... 

Obyek Belanja & Kode Rek. 
Rincian Obyek Belanja & 

Uraian Dalam Rincian Obyek Belanja 
Kode Rek 

Obyek Belanja & Kode Rek. 
Rincian Obyek Belanja & 

Uraian Dalam Rincian Obyek Belanj a 
Kode Rek 

Tanda Tangan & Nam a Terang Catatan 

Para! Koordinasi I 
Ko Ins kt.orax 

Keterangan 

Keterangan 

.,...KE!j)ala Perangkat Daerah 

( . ............ ............... ..... .. . ) 

M engel ahu1 Tim Review INSPEKTORAT 

( ................................... ) 

cototon: 

/ 
BUPAT: BOND oso, 

' AMIN SAID HUSNI }-


